BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara umum hubungan hukum antara produsen dan konsumen merupakan
hubungan yng terus menerus dan berkesinambungan. Hubungan hukum antara
produsen dan konsumen karena keduanya menghendaki dan mempunyai tingkat
ketergantungan yang cukup tinggi. Hubungan tersebut terjadi sgjak proses
produksi, distribusi, pemasaran dan penawaran hingga pada akibat mengkonsumsi

produk tertentu.t

Setiap orang, pada suatu waktu, dalam posisi tunggal/sendiri maupun
berkelompok bersama orang lain, dalam keadaan apapun pasti menjadi konsumen
untuk suatu produk barang atau jasa tertentu. Keadaan yang universa ini pada
beberapa sis menunjukkan adanya berbagai kelemahan pada konsumen sehingga

konsumen tidak mempunyai kedudukan yang “ aman “.

Bagi konsumen, informasi tentang barang dan/atau jasa memiliki arti yang
sangat penting. Informasi-informasi tersebut meliputi tentang ketersediaan barang
atlau jasa yang dibutuhkan masyarakat konsumen, tentang kualitas
produk,keamanannya, harga, tentang berbagai persyaratan dan/atau cara

memperolehnyatentang jaminan atau garansi produk, persediaan suku cadang,

! Zulham, hukum perlindungan konsumen, (Jakarta: Kencana, 2013), h.95



tersedianya pelayanan jasa purna purna-jual, dan lain-lain yang berkaitan dengan

itu.

Informasi-informsi tersebut meliputi tentang ketesedian barang dan jasa
yang dibutuhkan masyarakat konsumen, tentang kualitas produk, keamanannya,
harga, tentang berbagal persyaratan dan/atau cara memperoleh, tentang jaminan
atau garansi produk,persedian suku cadang, tersedianya pelayanan jasa purnal-

jual, dan lan-lain yang berkaitan dengan itu. 2

Diantara berbagai informasi tentang barang atau jasa konsumen yang
diperlukan konsumen, tampaknya yang paling berpengaruh pada saat ini adalah
informasi yang bersumber dari kalangan pelaku usaha. Terutama dalam bentuk
iklan dan label, tanpa mengurangi pengaruh dari berbagai bentuk informasi

pengusaha lainnya.®

Informasi produk konsumen yang bersifat wajib ini, ditetapkan dalam
berbagai peraturan perundang-undangan. Pengaturan tentang informas yang
disebut dengan istilah seperti penandaan, label, atau etiket. Ketentuan tersebut

terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan.”

Hak atas informasi adalah salah satu dari sekian banyak hak-hak yang

dimiliki konsumen, sebagaimana dirumuskan didalam pasal 4 Undang-Undang

2 Celine Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta;Sinar Grafika,
2008) , h. 70

*Ibid. h.71

*1bid. h.74



Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adapun hak-hak

konsumen tersebut antara lain® :

1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi
barang dan/atau jasa;

2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang
dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan
yang dijanjikan;

3. hak atas informas yang benar, jelas, dan jujur mengena kondis dan
jaminan barang dan/atau jasa;

4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa
yang digunakan;

5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian
sengketa perlindungan konsumen secara patut;

6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak
diskriminatif;

8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian,
apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian
atau tidak sebagaimana mestinya;

9. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

lainnya.

*Miru Ahmadi & yodo sutarman, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia,( Jakarta;
Grafindo persada 2007, h. 38



Disamping hak-hak dalam pasa 4 UUPK, juga terdapat hak-hak
konsumen yang dirumuskan dalam pasal-pasal berikutnya, khususnya dalam pasal
7 yang mengatur tentang kewajiban pelaku usaha. Kewajiban dan hak merupakan
antinomy dalam hukum, sehingga kewagjiban pelaku usaha dapat dilihat sebagai

hak konsumen.®

Karena keterbatasan pengetahuan dan kamampuan dalam memperoleh
informasi, konsumen seringkali beranggapan bahwa pangan dengan harga tinggi
identik dengan dengan mutuyang tinggi pula. Bagi golongan ekonomi lemah,
mereka akan memilih harga yang murah yang mampu mereka beli. Golongan ini
lebih menitikberatkan pada harga yang terjangkau dari pada pertimbangan

lainnya.”

Disisi lain konsumen harus pula menyadari hak-haknya sebagai seorang
konsumen sehingga dapat melakukan pengawasan sosial (social control) terhadap
perbuatan dan prilaku pengusaha dan pemerintah. Bagaimanapun juga pada
kenyataannya, konsumen pada masyarakat modern akan dihadapkan pada
beberapa persoalan antara lain: Pertama, bisnis modern menampakkan kapasitas
untuk mempertahankan produks secara massal barang baru sehubungan dengan
adanya teknologi canggih serta penelitian dan mangjemen yang efisien. Kedua,
banyaknya barang dan jasa yang dipasarkan berada di bawah standar, berbahaya
atau siasia. Ketiga, ketidaksamaan posisi tawar merupakan masalah serius

(kebebasan berkontrak). Keempat, konsep kedaulatan mutlak konsumen bersandar

® Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, ( Jakarta;Grasindo, 2000), h. 18.
" Celinatri siwi kristiyanti lop.cit, h. 170



pada persaingan sempurna yang ideal, namun persaingan terus menurun sehingga

kekuatan konsumen di pasar menjadi melemah.

Menurut pasal 2 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5

(lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu :

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya
daam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan
manfaat sebesar besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha
secara keseluruhan.

2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat
diwujudkan secara maksma dan memberikan kesempatan kepada
konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan
kewajibannya secara adil.

3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara
kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil
ataupun spiritual.

4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk
memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen
dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang
dikonsumsi atau digunakan.

5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun

konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam



penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin

kepastian hukum.

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang juga merupakan
komoditas perdagangan, memerlukan dukungan sistem perdagangan pangan yang
etis, jujur, dan bertanggung jawab sehingga terjangkau oleh masyarakat. Pangan
dalam bentuk makanan dan minuman adalah salah satu kebutuhan pokok manusia

yang diperlukan untuk hidup, tumbuh, berkembang biak, dan reproduksi.?

Daam hubungannya dengan masalah label, khususnya label pangan maka
masyarakat perlu memperoleh informasi yang benar, jelas, dan lengkap, baik
mengenal  kuantitas, isi, kualitas maupun ha-hal lain yang diperlukannya
mengena pangan yang beredar di pasar. Label itu ibarat jendela, konsumen yang

jeli bisamengintip suatu produk dari labelnya.®

Label yang tidak jujur dan atau menyesatkan berakibat buruk terhadap
perkembangan kesehatan manusia. Selain diatur didalam Undang-Undang No. 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, norma hukum yang mengatur
mengenai pelabelan diantaranya dapat dilihat dadlam UU No. 7 Tahun 1996
tentang Pangan, PP No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, UU No.
36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Keputusan Menteri Kesehatan No.
924/Menkes/SK/V111/1996 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan

RI No, 82/Menkes/SK/1/1996 tentang Pencantuman Tulisan “ Halal * pada Label

8 Endrah, 2009, “ Kasus Tentang Perundangan Pangan “ diakses3 Mei 2014, available
From URL : http://endrah.blogspot.com.

® Purwiyatno Hariyadi, 2009, “ Mencermati Label dan Iklan Pangan “, diakses 3 Mei
2014, available from URL : http://www.republika.co.id.



Makanan, Peraturan Menteri KesehatanRI No. 180/Menkes/Per/IV/1985 tentang
Makanan Dauwarsa yang telah dirubah dengan Keputusan Dirjen POM No.
02591/B/SK/VIl1/91.Dadam UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan

konsumen, pengaturan pelabelan produk pangan tidak diatur secara spesifik.

Pengaturan secara lebih spesifiknya adalah PP No. 69 Tahun 1999. Sebelum
PP tersebut |ahir, pengaturan pelabelan secara singkat ada dalam UU No. 7 Tahun
1996 tentang pangan. Didalam pasal 1 (3) dari PP No. 69 Tahun 1999 ditentukan
bahwa yang dimaksud dengan label pangan adalah : setiap keterangan mengenai
pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain
yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada atau
merupakan bagian kemasan pangan, yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah

ini disebut Label.Lebih lanjut didalam pasal 2 ditentukan bahwa:

1. Setiap orang yang memproduks atau memasukkan pangan yang dikemas
kedalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan
label pada,di dalam, dan atau di kemasan pangan.

2. Pencantuman Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
sedemikian rupa sehingga tidak mudah lepas dari kemasannya, tidak
mudah luntur atau rusak, serta terletak pada bagian kemasan pangan yang
mudah untuk dilihat dan dibaca
Kemudian didalam pasal 3 dari PP No. 69 Tahun 1999 tersebut ditentukan

bahwa:



1. Label sebagamana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) berisikan keterangan
mengenai pangan yang bersangkutan.
2. Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya :
a. nama produk;
b. daftar bahan yang digunakan;
c. berat bersih atau isi bersih;
d. nama dan aamat pihak yang memproduksi atau memasukkan
pangan kedalam wilayah Indonesia.
e. tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa.

Lebih lanjut dalam pasal 15 PP No. 69 Tahun 1999 ditentukan bahwa
keterangan pada label, ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa
Indonesia, angka Arab, dan huruf Latin. Dalam bagian penjelasan dari pasal ini
disebutkan bahwa ketentuan ini dimaksudkan agar pangan olahan yang
diperdagangkan di Indonesia harus menggunakan label dalam bahasa Indonesia.
Khusus bagi panganolahan untuk diekspor, dapat dikecualikan dari ketentuan ini.

Selanjutnya dalam pasal 16 disebutkan :

1. Penggunaan bahasa selain bahasa Indonesia, angka Arab dan huruf Latin
diperbolehkan sepanjang tidak ada padanannya atau tidak dapat dici ptakan
padanannya, atau dalam rangka perdagangan pangan ke luar negeri.

2. Huruf dan angka yang tercantum pada Label harus jelas dan mudah
dibaca
Ketentuan pasal ini tidak ada penjelasannya sehingga menimbulkan

banyak pertanyaan dan dapat pula ditafsirkan macam-macam. Bagian mana dari



label itu yang boleh menggunakan bahasa selain bahasa Indonesia, angka Arab
dan huruf Latin karena tidak ada padanannya atau tidak dapat padanannya dalam
Bahasa Indonesia, hal ini tidak diberi penjelasan. Apa semua keterangan
sebagaimana ditentukan dalam pasal 3 jo pasa 12 PP No. 69 Tahun 1999 boleh
menggunakan bahasa selain bahasa Indonesia, angka Arab danhuruf Latin karena

tidak ada padanannya atau tidak dapat diciptakan padanannya.

Identifikas merek dan informasi label pada kemasan ( demikian pula
dengan yang terdapat dengan produk ) memberikan rangsangan tambahan untuk
dipertimbangkan oleh konsumen. Identifikasi merek untuk berbagai kasus dapat
mempermudah pembelian konsumen dan memungkinkan terjadinya proses

pengembangan loyalitas.®

Penggunaan bahasa Indonesia pada label pangan memiliki peranan yang
penting dalam perlindungan konsumen. Dengan label berbahasa Indonesia,
konsumen bisa mengetahui informasi produk yang dibelinya sehingga bisa
meminimalisasi resiko kegadian yang tidak diinginkan. Label selain bahasa
Indonesia tentu akan menyulitkan konsumen dalam memahami, menggunakan,
serta mengetahui bahan-bahan yang terdapat pada produk yang dibelinya.Banyak
produk makanan dengan pelabelan lengkap, tetapi pesan informasi tidak sampai

ke konsumen, karena menggunakan bahasa yang tidak dipahami konsumen.Akhir-

193, paul peter & Jerry C. olson consumer behavior ( Jakarta: erlangga, 2000) h. 167
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akhir ini, di pasaran dengan mudah ditemukan produk impor dengan pelabelan

menggunakan bahasa Negara asal produk tersebut, seperti Cina danJepang.™

Pengecualian penggunaan bahasa Indonesia dalam label karena tidak ada
padanannya atau tidak dapat diciptakan padanannya dalam bahasa Indonesia
justru akan membuka peluang bagi pelaku usaha untuk memperdagangkan produk
pangan yang tidak dimengerti oleh konsumen sehingga berpotensi menimbulkan

kerugian yang tidak diinginkan.

Pasal 16 PP No. 69 Tahun 1999 juga tidak memberi penjelasan, dalam
rangka perdagangan pangan ke luar negeri (ekspor) bahasa apa yang harus
dipergunakan. Bahasa Inggris, bahasa Latin, atau bahasa lain. Perdagangan
pangan yang jujur dan bertanggungjawab bukan semata-mata untuk melindungi
kepentingan masyarakat yang mengkonsumsi pangan.Melalui pengaturan yang
tepat berikut sanksi-sanksi hukum yang berat, diharapkan setia porang yang
memproduks pangan atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia
untuk diperdagangkan dapat memperoleh perlindungan dan jaminan kepastian

hukum.

Indonesia memang belum menerapkan pelabelan kedaluwarsa pada setiap
makanan maupun minuman. Seperti yang tercantum dalam Permenkes
No0.180/Menkes/1985, ada 13 jenis makanan dan minuman yang diharuskan
mencantumkan tanggal kedaluwarsa : roti, makanan rendah kalori, nutris

suplemen,coklat, kelapa dan hasil olahannya, minyak goreng, margarine, produk

"sudaryatmo, Hukum & Advokasi Konsumen,( Bandung; PT. Citra Aditya Bakti, 1999),
h. 15.
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kacang, telur, saus dan kecap, minuman ringan tak berkarbonat, sari buah dan

Susu.

Disamping itu pencantuman label kedaluwarsa sendiri sampa saat ini
belum ada standar baku. Ada yang sudah mengunakan Bahasa Indonesia beserta
kaidahpenanggalannya (misalnya, sebaiknya digunakan sebelum : Januari 1999),
dan tak jarang pula yang masih memakai Bahasa Inggris dan aturan
penanggalannya (bestbefore : 06.98). Namun ada juga yang hanya berisi angka-
angka melulu yang bagi masyarakat awam tentu akan menimbulkan tanda tanya.
Menurut hasil kagjian BPKN (Badan Perlindungan Konsumen Nasiona) ada 4
(empat) masalah utama yang terkait dengan keamanan konsumen terhadap

makanan yang dikonsumsinya, yaitu'?:

1. Keracunan makanan yang terjadi karena makanan rusak dan
terkontaminas atau tercampur dengan bahan berbahaya

2. Penggunaan bahan terlarang yang mencakup : Bahan Pengawet, Bahan
Pewarna, Bahan Pemanis dan Bahan-bahan tambahan lainnya

3. Ketentuan label bagi produk-produk industri makanan dan minuman yang
tidak sesuai dengan ketentuan label dan iklan pangan (PP 69 Tahun 1999)
beserta Permenkes.

4. Produk-produk industri makanan dan minuman yang kedal uarsa.

2Konsumen Cerdas, 2009, “ Hasil Kajian BPKN di Bidang Pangan Terkait
PerlindunganKonsumen 7, diakses 15 Agustus 2014, available from : URL
http://www.konsumencerdas.co.cc.
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Menyangkut penyimpangan terhadap peraturan pelabelan yang paling

banyak ditemui adalah™:

a) Penggunaan label tidak berbahasa Indonesia dan tidak menggunakan huruf
latin, terutama produk impor.

b) Label yang ditempel tidak menyatu dengan kemasan

c) Tidak mencantumkan waktu kedaluarsa

d) Tidak mencantumkan keterangan komposisi dan berat bersih

e) Tidak ada kode barang MD, ML atau P-IRT dan acuan kecukupan gizi
yang tidak konsisten.

f) Tidak mencantumkan alamat produsen/importir (bagi produknya)

B. BATASAN MASALAH

Untuk terarahnya sikripsi ini, maka penulis menjadikan batasan masalah
pada perlindungan hukum konsumen terhadap label produk pangan sebagaimana

yang sudah diatur dalam PP. 69 tahun 1999 tentang label dan iklan pangan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan diatas, maka

dapat dirumuskan permasal ahan sebagai berikut ?

1. Bagaimanaprosedur pelabelan produk pangan yang diatur dalam peraturan
pemerintah Nomor 69 Tahun 1999?
a. Bagaimana Prosedur label pangan yang diatur dalam pasal 1 angka 3

PP.69 tahun 1999?

 Ibid
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b. Bagaimana Prosedur label pangan dalam pasal 15 PP No. 69 Tahun
1999 tentang bahasa yang digunakan dalam label pangan?
2. Apakah akibat hukum dan tanggung jawab pelaku usaha terhadap
pelanggaran ketentuan label pangan ?
a. Bagaimanatanggung pelaku usaha secara perdata?
b. Bagaimanatanggung jawab pelaku usaha secara pidana?
c. Bagaimanatanggung jawab pelaku usaha secara Administrasi?

D. Tujuan dan manfaat penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian yang penulis lakukan ini

adalah sebagai berikut ;

1. Untuk mengandisa ketentuan pelabelan produk pangan sebagaimana
diatur dalam PP No. 69 Tahun 1999 apakah telah memenuhi asas-asas
perlindungan konsumen.

2. Untuk mengetahui akibat hukum dari pelanggaran ketentuan label pangan
bagi pelaku usaha.

Sedangkan manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut sebagai

berikut:

1. Pendlitian ini sebagai syarat untuk meraih gelar Serjana Hukum pada
Fakultas Syariah dan IImu Hukum Universitas Islam Negeri Suska

Riau
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2. Penditian ini diharapkan dapat memberi pemahaman dan
pengembangan wawasan pengetahuan dibidang hukum perlindungan
konsumen khususnya tentang pelabelan.

E. Metode Pendlitian

1. JenisPendlitian

Penelitian adalah merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan
analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodelogis, sistematis, dan
konsisten. Penelitian yang dilakukan kaitannya dengan penulisan sikripsi ini
termasuk dalam kategori/jenis penelitian normatif, yaitu penelitian hukum
kepustakaan atau penelitian hukum yang didasarkan pada data sekunder. Data
sekunder yaitu data-data yang bersumber dari data yang sudah terdokumenkan
dalam bentuk bahan hukum.** Perlunya penelitian hukum normatif ini adalah
beranjak dari adanya kekaburan norma hukum berkaitan permasalahan penelitian,
sehingga didalam mengkajinya lebih mengutamakan sumber data sekunder, yaitu

berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

2. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bahan
hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Adapun bahan-

bahan hukum sebagai mana dimaksud adalah sebagai berikut :

YSedarmayanti & Syarifuddin Hidayat, Metodelogi Penelitian,(Bandung; Mandar Maju,
2002) , h. 108.
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a) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif atau

mempunyai otoritas atau memiliki kekuatan mengikat,™ yaitu:

1

2.

10.

11.

Burgerlijke Wetboek (KUH Perdata).

Undang-undang No. 23 tahun 1992 tentang K esehatan

Peraturan menteri perdagangan no. 19/m-dag/per/5/2009 kewagjiban
pencantuman label pada barang

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No 62/M-
Dag/Per/12/2009 Kewajiban Pencantuman Label Pada Barang
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No 67/M-
Dag/Per/11/2013 Kewajiban Pencantuman Label Pada Barang
Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang K esehatan.

Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan
Pangan.

Peraturan Pemerintah No. 28/2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi
Pangan

Keputusan Menteri Kesehatan No. 924/Menkes/SK/V111/1996 tentang
perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan RI No.
82/Menkes/SK/1/1996tentang Pencantuman Tulisan “ Halal “ pada

Labd Makanan.

> Soerjono Soekanto & Sri Mahmmudii, 1988, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali
Press,Jakarta, h. 34
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12. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 180/Menkes. Per/1V/1985 tentang
Makanan Daluwarsa yang telah dirubah dengan Keputusan Dirjen
POM No0.02591/B/SK/VI11/91.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan
terhadap bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil
penelitian, atau pendapat pakar hukum.’®* Disamping itu, juga
dipergunakan bahan-bahan hukum yang diperoleh melalui €electronic
research yaitu melalui internet dengan jalan mengcopy (download) bahan
hukum yang diperlukan.

c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder, yaitu berupa kamus.
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumentasi. Bahan
hukum yang diperolehnya, diinfentarisasi dan diidentifikasi serta kemudian
dilakukan pengklasifikasian bahan-bahan segjenis, mencatat dan mengolahnya

secara sistematis sesuai dengan tujuan dan kebutuhan penelitian.

4. Teknik Analisis

Dari bahan hukum yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini, baik

bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, kemudian dihubungkan

®Amirudin & Zaina Asikin, 2010, Pengantar Metode Penelitian Hukum, gjawali Press,
Jakarta, h. 119
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dengan masalah yang mau diteliti sehingga akhirnya akan diperoleh gambaran

yang utuh tentang masalah yang diteliti.
F. Sistematika penulisan

BAB | PENDAHULUAN, Yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan
masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode

penelitian dan sistemaka penulisan.

BAB Il TINJAUAN UMUM TENTANG PELABELAN Menguraikan
mengenal  pengertian label, fungs label, tujuan label, tipe-tipe label,

dan pengaturan umum tentang pelabelan pangan di Indonesia

BAB |II KETENTUAN LABEL PANGAN DALAM KAITANNYA
DENGAN ASAS PERLINDUNGAN KONSUMEN, Menguraikan mengenai
pengertian label, label sebagai wujud hak konsumen atas informasi,

arti penting label pangan bagi konsumen.

BAB IV HASIL PENELITIAN, Menguraikan ketentuan label pangan  terkait
asas perlindungan konsumen dan pelaku usaha melakukan pelanggaran
terhadap ketentuan label pangan maka pelaku usaha dapat dimintakan

pertanggung-jawaban baik secara perdata,pidana maupun administrative

BAB V PENUTUP, Menguraikan mengenai kesimpulan dan saran
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